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ABSTRACT

Aina. 2012. Non-voting behavior in Local Head Election of Padang for the
Period of 2008-2013 (A Case Study in Subdistrict of Koto Tangah).

The directly local head election aims to elect the more credible local heads
in accordance with the wishes of the people, so that it has higher level legitimacy.
But in reality, the presense of the people (voters) at the time of voting (voting turn
out) was not high in local head election of Padang period of 2008-2013. Voters
who do not use their voting rights in context showed the highest rate in the
subdistrict of Koto Tangah that is equal to 42.51%. This study seeks to reveal how
the non-voting behavior is and what are the causes of the behavior in the context of
the subdistrict of Koto Tangah.

This is a descriptive-qualitative study where selected based on snowball
sampling of voters who vote in local head election of Padang for the period Of
2008-2013. The sample consist of 20 people with the different social backgrounds.
Data obtained by using in-depth interviews technique and documentation study.
Furthermore, the data obtained were validated through a member check method
and triangulation of sources. Then the data were analyzed through a qualitative
method.

The result of study showed that there are two forms of non-voting behavior
existed in the local head election of Mayor and Deputy Mayor of Padang for the
period 2008-2013 in the subdistrict of Koto Tangah, namely : (1) does not come to
the polling station ; (2) factor of the political system ; (3) factor of political trust ;
and (4) factor of socioeconomics status.



ABSTRAK

AINA. 2012. Perilaku Non-voting dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota
Padang Periode 2008 — 2013 (Studi Kasus di Kecamatan Koto Tangah).

Pemilihan kepala daerah secara langsung bertujuan agar kepala daerah
terpilih lebih kredibel dan sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga tingkat
legitimasinya lebih tinggi. Kenyataan menunjukkan tingkat kehadiran masyarakat
pada saat pemungutan suara (voting turn out) tidak tinggi. Kecamatan Koto Tangah
merupakan kecamatan di Kota Padang yang memiliki angka tertinggi dari jumlah
pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (golongan putih = golput) yaitu
42,51% dalam pemilihan kepala daerah Kota Padang Periode 2008 — 2013. Oleh
karena itu penelitian ini berupaya mengungkapkan bagaimana bentuk perilaku non-
voting dan penyebab terjadinya hal tersebut di Kecamatan Koto Tangah.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dimana informan
penelitian dipilih berdasarkan snowball sampling yaitu pemilih yang golput dalam
pemilihan kepala daerah Kota Padang periode 2008 — 2013 sejumlah 20 orang
dengan berbagai latar belakang sosial. Data diperoleh dengan menggunakan teknik
wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh
keabsahannya diuji melalui member check dan triangulasi sumber. Sementara itu
analasis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk perilaku non-
voting dalam pemilu kepala daerah Walikota dan Wakil Walikota Padang Periode
2008 — 2013 di Kecamatan Koto Tangah, yaitu : (1) tidak datang ke tempat
pemungutan suara ; dan (2) datang ke tempat pemungutan suara, tetapi tidak
menggunakan hak suaranya secara benar. Sedangkan penyebab terjadinya perilaku
non-voting di Kecamatan Koto Tangah berkaitan dengan empat faktor yaitu : (1)
faktor psikologis ; (2) faktor sistem politik ; (3) faktor kepercayaan politik ; dan (4)
faktor status sosial ekonomi.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Salah satu perubahan yang mendasar dari format politik Indonesia pasca
reformasi 21 Mei 1998 dalam hal pemilihan kepala daerah tidak lagi melalui
pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melainkan melalui
pemilihan umum (pemilu) kepala daerah secara langsung. Melalui pemilu kepala
daerah langsung diharapkan akan terpilih kepala daerah dari kandidat terbaik
yang lebih kredibel, kapabel dan aspiratif sesuai dengan keinginan masyarakat.
Joko Prihatmoko (2005) menjelaskan pemilu kepala daerah langsung memiliki
beberapa segi positif, yaitu : (1) kepala daerah akan memiliki mandat dan
legitimasi ; (2) pemilu kepala daerah langsung memberikan proses pendidikan
politik bagi masyarakat terutama tentang peran debat publik, sistem seleksi
calon, visi dan misi, kebijakan, perencanaan dan anggaran dalam suatu sistem
demokrasi ; (3) terjadinya political equality atau kesetaraan politik terutama
dalam hal pemberian suara, proses pembuatan kebijakan maupun dalam
melakukan implementasi dan evaluasi kebijakan ; (4) terdapatnya akuntabilitas
publik karena pemilu kepala daerah secara langsung lebih accessible terhadap
penduduk setempat karena kepala daerah yang terpilih akan lebih bertanggung
jawab terhadap kebijakan-kebijakan dan hasilnya ; dan (5) pemilu kepala daerah
langsung dapat meningkatkan kepekaan elit terhadap kebutuhan masyarakat dan
bagaimana kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan cara-cara yang efektif. Tujuan

utama pemilu kepala daerah langsung adalah penguatan masyarakat dalam



rangka peningkatan kapasitas demokrasi lokal. Di sisi lain, pemilu kepala daerah
langsung memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mewujudkan prinsip
kedaulatan rakyat, karena kepala daerah dipilih oleh rakyat daerah itu sendiri.
Dalam merealisasikan prinsip kedaulatan rakyat, pemilu kepala daerah harus
dilaksanakan secara demokratis, tanpa ada pengaruh dari pihak-pihak tertentu
yang membuat pemilih tidak bebas menyalurkan aspirasi dan menentukan
pilihan sesuai dengan keinginannya. Penyaluran aspirasi rakyat melalui tindakan
memilih dalam pemilu kepala daerah juga merupakan salah satu alat untuk
mengukur tingkat partisipasi masyarakat. Miriam Budiardjo (1996) menjelaskan
bahwa :

“dalam negara demokratis pemikiran yang mendasari konsep partisipasi

politik ialah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan

melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa
depan masyarakat dan untuk menentukan orang-orang yang akan
memegang tampuk pimpinan.”

Dengan demikian kedaulatan rakyat yang terujud dalam bentuk partisipasi
politik merupakan suatu hal yang sangat fundamental dalam suatu negara
demokratis. la memiliki makna yang sangat penting dalam bergeraknya roda
sistem demokrasi. Apabila masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi
baik secara kualitas dan kuantitas, maka proses pembangunan politik akan
berjalan secara optimal. Oleh karenanya tingkat partisipasi masyarakat dalam
pemilu termasuk pemilu kepala daerah merupakan hal yang sangat penting,
karena rendah atau tingginya suatu partisipasi menjadi indikator penting

terhadap jalannya proses demokrasi sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat

di tingkat lokal.



Pemilu kepala daerah langsung Walikota dan Wakil Walikota Padang
yang diselenggarakan tanggal 23 Oktober 2008 merupakan sarana untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat di tingkat lokal. Pemilu kepala daerah ini
merupakan momen yang berarti bagi masyarakat Kota Padang karena pertama
kalinya masyarakat memilih secara langsung kandidat yang diinginkannya
untuk mengisi jabatan tersebut. Disamping itu perubahan kedua UU No0.32
tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo UU No.12 tahun 2008 memberikan
peluang bagi kandidat dari luar partai yang dikenal dengan calon independen
sebagai calon alternatif. Ketentuan ini idealnya semakin mendorong masyarakat
pemilih untuk menggunakan hak suaranya saat pemilu kepala daerah
berlangsung. Namun kenyataannya tingkat kehadiran masyarakat (voting turn
out) dalam pemilu kepala daerah ternyata hanya menunjukkan angka 51%, jauh
lebih rendah dibandingkan pemilu legislatif 2009 sebesar 63,54% dan pemilu
presiden yang tingkat kehadiran pemilihnya 62,35%. Dari persentase kehadiran
pemilih tersebut terlihat kecenderungan orang untuk tidak memilih (golput)
terlihat semakin menguat.

Di Indonesia orang yang tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu (orang
yang memilih untuk berperilaku tidak memilih atau non-voting) disebut dengan
istilah golongan putih (golput). Istilah golput muncul pada tahun 1970-an yang
mengacu pada sikap dan tindakan untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu Orde
Baru karena dinilai tidak demokratis yaitu dengan cara tetap datang ke tempat
pemungutan suara (TPS) tetapi menusuk lebih dari satu tanda gambar atau
menusuk bahagian putih dari kartu suara. Mungkin karena cara menusuk

bahagian putih inilah akhirnya mereka yang tidak berpartisipasi dalam pemilu



disebut golput (Arbi Sanit, 1992). Perilaku non-voting pada umumnya
dimanifestasikan dalam berbagai bentuk. Terdapat empat bentuk perilaku non-
voting menurut Sri Yanuarti (2009) yaitu : Pertama, orang yang tidak
menghadiri tempat pemungutan suara sebagai aksi protes terhadap pelaksanaan
pemilu dan sistem politik yang ada. Kedua, orang yang menghadiri tempat
pemungutan suara namun tidak menggunakan hak pilihnya secara benar dengan
menusuk lebih dari satu tanda gambar. Ketiga, orang yang menggunakan hak
pilihnya dengan jalan menusuk bagian putih dari kartu suara. Dalam konteks
semacam ini perilaku non-voting adalah refleksi protes atas ketidakpuasan
terhadap sistem politik yang sedang berjalan. Keempat, orang yang tidak hadir
di tempat pemungutan suara dikarenakan mereka memang tidak terdaftar
sehingga tidak memiliki hak suara.

Realitas dan fenomena menguatnya golput pada pemilu-pemilu pasca
reformasi termasuk pemilu kepala daerah langsung merupakan hal yang sangat
memprihatinkan. Timbul pertanyaan mengapa suara rakyat menjadi demikian
penting? Pertama, sebagai pelaksanaan asas kedaulatan rakyat. Dalam suatu
proses pemilihan, terkandung hakikat bahwa rakyat menyerahkan hak
demokrasinya kepada wakil yang mereka pilih. Disinilah terletak paham
kedaulatan rakyat dimana rakyat berhak menentukan siapa yang mereka pilih
dan membentuk kontrak politik antara mereka dengan wakil yang dipilihnya.
Oleh sebab itu paham kedaulatan rakyat secara asasi mengakui persamaan hak
tanpa membeda-bedakan baik atas dasar ekonomi, keturunan, pandangan politik
atau keyakinan yang dianut. Kedua, tinggi rendahnya penggunaan hak pilih

rakyat dalam pemilu menunjukkan kualitas partisipasi politik warga negara.



Ketiga, penggunaan hak politik yang maksimal dapat menghasilkan keabsahan
(legitimasi) yang kuat bagi pemerintah terpilih. Dalam suatu negara demokrasi
dukungan berupa keabsahan adalah prasyarat mutlak terselenggaranya
pemerintah yang baik (Al Rafni, 2009).

Terkait dengan penggunaan hak pilin dalam pemilu kepala daerah
langsung dari Walikota dan Wakil Walikota Padang Periode 2008-2013, data
yang ada menunjukkan bahwa sejumlah 43,20% pemilih yang terdaftar sebagai
pemilih tetap ternyata tidak menggunakan hak pilihnya (KPUD Kota Padang,
2008). Kondisi ini sebuah hal yang ironis apabila dikaitkan dengan upaya
menumbuhkembangkan demokrasi di tingkat lokal, dimana masyarakat secara
langsung dapat menentukan kandidat yang diinginkannya sebagai kepala daerah
yang notabene adalah penguasa sekaligus sebagai penentu arah kebijakan.
Untuk lebih jelasnya tabel 1 akan memberikan gambaran lengkap terkait dengan
penggunaan hak pilih tersebut dalam pemilu kepala daerah langsung Walikota
dan Wakil Walikota Periode 2008-2013.

Tabel 1 :
Jumlah Pemilih Tetap di Kota Padang
yang Menggunakan Hak Pilih dan Tidak Menggunakan Hak Pilihnya

dalam Pemilu Kepala daerah Walikota dan Wakil Walikota Padang
Periode 2008-2013.

No. Kategori. Jumlah Pemilih Jumlah
Laki-laki Perempuan
1. | Jumlah pemilih tetap yang menggunakan 137.159 170.062 307.221
hak pilih.
2. | Jumlah pemilih tetap yang tidak 126.336 105.651 231.987
menggunakan hak pilih.
Jumlah Total 263.495 275.713 539.208

Sumber : KPUD Kota Padang (2008).



Selanjutnya di Kecamatan Koto Tangah yang menjadi lokasi penelitian
ini, fenomena yang sama juga terjadi. Data yang dihimpun pada tabel 2
menunjukkan hal tersebut.

Tabel 2:
Jumlah Pemilih Tetap di Kecamatan Koto Tangah
yang Menggunakan Hak Pilih dan Tidak Menggunakan Hak Pilihnya
dalam Pemilu Kepala daerah Walikota dan Wakil Walikota Padang
Periode 2008-2013.

No. Kategori. Jumlah Pemilih Jumlah
Laki-laki Perempuan
1. | Jumlah pemilih tetap yang menggunakan 26.657 32,518 59.175
hak pilih.
2. | Jumlah pemilih tetap dalam DPT yang 24.076 19.690 43.766
tidak menggunakan hak pilih.
Jumlah Total 50.733 52.208 102.941

Sumber : KPUD Kota Padang (2008).

Tabel 2 sebelumnya memberikan data faktual bahwa pemilih yang tidak
menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Koto Tangah dalam pemilu kepala
daerah Walikota dan Wakil Walikota Padang yaitu sebesar 42,51%. Banyaknya
masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Padang tahun 2008 di Kecamatan Koto Tangah ternyata
juga terjadi pada pemilu legislatif 2009 yaitu sebesar 39,13%. Dengan kata lain
di kecamatan ini tingkat ketidakhadiran masyarakat dalam menggunakan hak
pilihnya merupakan yang tertinggi di Kota Padang pada dua pemilu tersebut
(KPUD Kota Padang, 2008). Disamping data di atas, Kecamatan Koto Tangah
dikatakan sebagai kecamatan tertinggi tingkat ketidakhadiran masyarakat dalam

menggunakan hak pilihnya terungkap melalui tabel 3 berikut ini.



Tabel 3

Rekapitulasi Pemilih yang Menggunakan Hak pilih
dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Kepala Daerah
Walikota dan Wakil Walikota Padang Periode 2008 — 2013.

No. Kecamatan Jumlah Pemilih yang Jumlah Pemilih yang
Menggunakan Hak pilih Tidak Menggunakan
Hak Pilih.

1. Padang Barat. 19.907 16.801
2. Padang Utara. 20.650 23.025
3. Koto Tangah. 59.175 43.766
4. | Nanggalo. 20.759 16.097
5. | Kuranji. 46.823 35.169
6. | Pauh. 19.166 16.014
7. | Padang Timur. 30.233 21.428
8. | Padang Selatan. 23.047 16.870
9. | Bungus Teluk Kabung. 9.753 4.475
10. | Lubuk Kilangan. 40.884 25.134
11. | Lubuk Begalung. 17.634 13.208
Jumlah Total 307.221 231.987

Sumber : KPU Kota Padang, 2009.

Tingkat kehadiran pemilih (voting turn out) di atas bila dibandingkan
dengan rata-rata yang terjadi di negara-negara demokratis di seluruh dunia yaitu
64% masih di bawah angka rata-rata. Sejalan dengan hasil penelitian Lipset
bahwa berdasarkan data pemilu di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa
Barat seperti Jerman, Swedia, Norwegia, serta Finlandia dimana masyarakat

kota memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi dibandingkan

masyarakat desa (Miriam Budiardjo, 1998).

Berangkat dari pemaparan sebelumnya menarik dilakukan penelitian
tentang penyebab perilaku non-voting dalam pemilihan kepala daerah langsung

Walikota dan Wakil Walikota Padang Periode 2008-2013 di Kecamatan Koto

Tangah.

B. Fokus Penelitian.

Penelitian ini difokuskan kepada hal sebagai berikut :




1. Bagaimana bentuk perilaku non-voting dalam pemilu kepala derah langsung
Walikota dan Wakil Walikota Padang periode 2008-2013 di Kecamatan
Koto Tangah?

2. Bagaimana latar belakang terjadinya perilaku non-voting dalam pemilu
kepala derah langsung Walikota dan Wakil Walikota Padang periode 2008-
2013 di Kecamatan Koto Tangah ditinjau dari faktor psikologis, faktor

sistem politik, faktor kepercayaan politik, dan faktor status sosial ekonomi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.
1. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan :

a. Bentuk perilaku non-voting dalam pemilu kepala daerah langsung Walikota
dan Wakil Walikota Padang periode 2008-2013 di Kecamatan Koto Tangah.
b. Latar belakang terjadinya perilaku non-voting dalam pemilu kepala daerah
langsung Walikota dan Wakil Walikota Padang periode 2008-2013 di
Kecamatan Koto Tangah ditinjau dari faktor psikologis, faktor sistem

politik, faktor kepercayaan politik, dan faktor status sosial ekonomi

2. Manfaat Penelitian.
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Manfaat teoritis, memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu politik,
khususnya yang berkaitan dengan persoalan golput (non voter).

b. Manfaat praktis, memberikan input bagi KPUD Kota Padang dalam
meminimalisir jumlah non-voting dalam pemilu, baik pemilu legislatif,

pemilu presiden, maupun pemilu kepala daerah.



BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan temuan penelitian tentang penyebab perilaku non-voting di
Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dalam pemilu kepala daerah langsung
Walikota dan Wakil Walikota Padang periode 2008 — 2013 dapat disimpulkan hal-
hal sebagai berikut :

1. Terdapat dua bentuk perilaku non-voting dalam pemilu kepala daerah

Walikota dan Wakil Walikota Padang Periode 2008 — 2013 di Kecamatan

Koto Tangah, yaitu : (1) tidak datang ke tempat pemungutan suara ; dan (2)

datang ke tempat pemungutan suara, tetapi tidak menggunakan hak suaranya

secara benar.
2. Terdapat empat faktor penyebab terjadinya perilaku non-voting dalam
pemilu kepala daerah Walikota dan Wakil Walikota Padang Periode 2008 —

2013 di Kecamatan Koto Tangah, yaitu : (1) faktor psikologis ; (2) faktor

sistem politik ; (3) faktor kepercayaan politik ; dan (4) faktor status sosial

ekonomi. Ditinjau dari faktor psikologis, orientasi kepribadian non-voter
cenderung apatis dan anomi terhadap kehidupan politik namun ciri
kepribadian tidak otoriter dan toleran. Selanjutnya ditinjau dari faktor sistem
politik, ternyata perilaku non-voting terjadi didorong oleh ketidakpuasan
non-voter terhadap kinerja pemerintah, yang menurut mereka tidak
membawa perubahan apa-apa terutama yang berkaitan langsung dengan

kehidupan mereka. Sementara itu ditinjau dari faktor kepercayaan politik,
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sebahagian besar non-voter tidak percaya bahkan ada yang tidak percaya
sama sekali terhadap proses dan hasil penyelenggaraan pemilu kepala
daerah. Sedangkan apabila ditinjau dari faktor latar belakang status sosial
ekonomi, non-voter sebahagian besar adalah kalangan terdidik. Disamping
itu pekerjaan dan penghasilan yang diperoleh turut menjadi penyebab

perilaku non-voting.

B. Implikasi.
Adapun implikasi dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Angka non-voter (golput) yang cenderung meningkat pada setiap pemilu
legislatif, pemilu presiden, maupun pemilu kepala daerah berimplikasi
negatif terhadap kualitas demokrasi diantaranya masalah legitimasi kepala
daerah terpilih. Oleh sebab itu diperlukan peningkatan kesadaran bagi
pemilih untuk menghargai hak pilihnya sehingga hasil pemilu dapat lebih
legitimate.

2. Besarnya angka non-voter dalam pelaksanaan pemilu legislatif, pemilu
presiden, maupun pemilu kepala daerah tidakboleh dibiarkan berlangsung
terus, karena hal ini dapat mendorong terjadinya Krisis kepercayaan politik
terhadap pemerintah. Oleh karena itu pemerintah maupun para politisi yang
menjadi wakil rakyat di lembaga legislatif harus meningkatkan akuntabilitas
serta kinerjanya guna membangun kredibiltasnya di mata masyarakat.

3. Perilaku non-voting dapat dikatakan sebagai bentuk perlawanan politik
terhadap penguasa dan sangat potensial menjadi ancaman terhadap
berjalannya proses demokrasi yang baik terutama dalam hal

penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu pemerintah dan partai politik harus
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menunjukkan komitmen politiknya yang tinggi untuk merealisasikan janji-
janji politik yang dilontarkan pada saat kampanye. Apalagi apabila tidak
direalisasikan, maka akan berakibat frustrasinya masyarakat sehingga
memberi peluang muncul deprivasi relatif sebagaimana yang dikatakan oleh
Ted Robert Gurr dalam bukunya Why Men Rebel. Kondisi ini akan berakibat
terjadinya tindakan-tindakan destruktif yang mampu merusak sistem politik.
Disamping itu komitemen yang tinggi dari pemerintah dan partai politik
untuk merealisasikn isu kampanyenya akan menjadi penting guna

mendorong tumbuhnya partisipasi politik.

C. Saran.

1. Mencermati data faktual dari kecenderungan meningkatnya jumlah golput
dalam pemilu kepala daerah maupun pemilu legislatif, maka pemerintah,
penyelenggara pemilu dan partai politik harus dapat menyusun agenda
politik yang jelas, khususnya penyelenggaraan pendidikan politik yang
terprogram kepada masyarakat agar hal ini dapat diminimalisir.

2. Besarnya jumlah non-voetrpada hakikatnya merupakan sasaran potensial
bagi partai politik untuk meraih dukungan politik di masa datang. Oleh
karena itu seharusnya partai politik melalui kader-kadernya yang duduk di
lembaga legislatif maupun eksekutif menunjukkan kinerja yang jelas serta
memiliki komitmen yang tinggi untuk merealisasikan janji-janji yang
dilontarkan saat kampanye. Dengan demikian peluang untuk mendapatkan
kepercayaan masyarakat terutama dukungan politik akan semakin terbuka.

3. Dengan semakin terbukanya ruang publik dalam hal informasi dan

komunikasi yang berkontribusi terhadap kekritisan sikap pemilih dewasa
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ini, maka seharusnya pemerintah dan semua aktor politik harus memiliki
visi dan misi yang jelas dalam mengaktualisasikan berbagai program
terutama program-program pembangunan yang bersentuhan langsung
dengan kepentingan masyarakat.

KPUD Kota Padang sebaiknya melakukan sosialisasi tahapan pelaksanaan
pemilu kepala daerah secara lebih terprogram dan intensif terutama dalam
menjangkau khalayak sasaran yang strategis agar dapat mengantisipasi
terjadinya peningkatan jumlah non-voter.

KPUD Kota Padang sebaiknya melakukan kerjasama dengan berbagai
elemen seperti perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat untuk
menyelenggarakan voter’s education (pendidikan pemilih) dengan tujuan
memberikan pemahaman serta menumbuhkan kesadaran pada masyarakat
pemilih terhadap penggunaan hak politiknya secara baik dan bertanggung
jawab.

. Pihak kelurahan sebaiknya melakukan pengecekan secara akurat terhadap
Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan tujuan menghindari terjadinya
masyarakat yang berhak memilih tidak menggunakan haknya saat
pelaksanaan pemungutan suara. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka
dengan sendirinya akan tetap terjadi seperti apa yang selalu dikritik
masyarakat, bahwa mereka tidak diberikan hak untuk memilih. Tentunya hal
ini akan mendorong terjadinya non-voter secara administratif.

. Tokoh masyarakat sebaiknya tidak bersikap pasif, tetapi hendaknya
mendorong para pemilih untuk menggunakan hak politiknya secara baik

terutama dalam hal pemberian suara saat pelaksanaan pemilu kepala daerah
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sehingga memberi kemungkinan bagi terpilihnya kepala daerah yang

kredibel dan memiliki legitimasi yang kuat.
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